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. BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efisiensi 

penyerapan anggaran untuk Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Kupang 

tahun anggaran 2018 sampai 2020: 

1. Terdapat enam program Belanja Belanja Bantuan Sosial pada Dinas 

Sosial di Kabupaten Kupang yaitu Program Pemberdayaan Fakir 

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial Lainnya, Program Pelayanan Dan Rehabilitas 

Kesejahteraan Sosial, Program Pembinaan Anak Terlantar, Program 

Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma, Program Pembinaan 

Eks Penyandang Penyakit Sosial, Dan Program Pemberdayaan 

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Dapat dilihat bahwa pada tahun 

2018 rata-rata program yang berjalan tidak efisien, pada tahun 2019 

rata-rata program yang berjalan sangat efisien dan pada tahun 2020 rata-

rata program yang berjalan tidak efisien. Dapat disimpulkan bahwa dari 

enam program yang berjalan rata-ratanya tidak efisien karena tahun 

2018 banyak program yang berjalan namun realisasinya tidak mencapai 

target yang ditentukan dan tahun 2020 banyak program yang 

dianggarkan namun tidak terealisasi dengan baik. 

2. Faktor penyebab serapan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Kupang 

rendah dikarena kurangnya perencanaan sehingga tidak tersediannya 

barang dilapangan dan harga bahan dilapangan melebihi harga 
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perencanaan awaldan masalah yang didapat juga dengan adanya dampak 

covid 19 pada Tahun 2020 sehingga beberapa program yang 

direncanakan tidak berjalan dan dana yang diberikan untuk kegiatan 

yang direncanakan dialihkan ke dana covid-19 untuk membantu 

masyarakat seperti dana modal usaha dan ada pun faktor kurangnya 

informasi sehingga beberapa program belanja bantuan sosial yang 

berjalan setahun sekali karena sesuai dengan Renstra (Rencana 

Strategis) yang direncanakan oleh Dinas Sosial dan belanja bantuan 

sosial yang tidak berjalan diakibatkan salah sasaran sehingga kurangnya 

validasi dan verifikasi data kemiskinan dan juga ada data masyarakat 

yang tidak terdata sehingga program tersebut tidak dijalankan dengan 

baik. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta kesimpulan 

yang telah disampaikan dalam penelitian, saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melalui Kantor Dinas 

Sosial Kabupaten Kupang agar menjaga dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah Kabupaten Kupang 

harus selektif dalam mengelola anggaran belanja bantuan sosial. 

2. Dalam pemberian Belanja bantuan sosial Pemerintah daerah harus 

tetap memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan 

manfaat untuk masyarkat berdasarkan peraturan yang ada. 
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3. Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan 

yang diajukan oleh kelom pok masyarakat atau kelompok organisasi, 

agar anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara 

tepat sehingga dapat diterima dan dirasakan oleh semua masyarakat 

yang membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut. 

4. Diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk menambahkan 

beberapa faktor-faktor yang lain selain dari faktor yang telah 

digunakan oleh penulis. 
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